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PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS 

DI KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Puskesmas di Kabupaten Sinta.ng, perlu mengutarnakan 
efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat melalui pola pengelolaan keuangan 
Sadan Layanan Umum Daerah; 

b. bahwa agar pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Puskesmas di Kabupaten Sintang berjalan dengan tertib, 
lancar, efisien dan efcktif, serta akuntabel, perlu diatur 
mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sintang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Sintang; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

3. Undang-Undang... 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tcntang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
scbagaimana tclah diubah beberapa kahi tcrakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 21 Tahun 201 1 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

I1. Peraturan Menteri Keschatan Nomor 75 Tahun 2014 te 1ta Pusat Kcschatan Masyarakat; tent ung 

12. Pcraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupatcn Sintang (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7); 

13. Peraturan. 
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Si·tang Nomor 8 Tahun 2016 

13. Peraturan Daerah Kabupaten 1n' 7, Bclanja Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan " 5017 (Lembaran 
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 
Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 8); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI SlNTANG TENTANG PEDOMA� 

Eu«sow reoeLoy «EA«ca. BR},,' ;3 
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA 
PUSKESMAS DI KABUPATEN SINTANG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Definisi atau Batasan Pengertian 

Pasal I 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sintang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
dacrah. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah 
kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak scbagai Bendahara 
Umum Daerah. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

10. Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. tn 

l. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. 
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12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan 
yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif 
dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggr 
tingginya di wilayah kerjanya. 

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur 
Pelaksana Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang 

14. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah UPTD 
Puskesmas di Kabupaten Sintang yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan BLUD. 

15. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

16. Pejabat Pengelola BLVD adalah pimpinan BLVD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLVD yang bersangkutan. 

17. Bendahara Vmum Dae rah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 

18. Pendapatan adalah scmua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalamn periode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kembali. 

19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD. 

20. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari 
penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang 
dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, 
pecnjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. 

21. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran 
pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman 
dan pcmbentukan dana cadangan. 

22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 
untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional 
BLUD. 

23. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai 
akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- 
undangan atau akibat lainnya yang sah. 

24. Utang adalah kcwajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya 
yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi BLUD. 

25. Investasi adalah penggunaan asct untuk memperoleh manfaat ekonomis yang 
dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat. 

26. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaks: 4 
.. .:. le>· de ts Ian penstrwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 
27. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka 

oleh Pirpinan BLUD pada bank umum untuk menampung selurh 
penenmaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUO. 
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28. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah 

dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program, 
kegiatan target k.inerja dan anggaran BLUD. 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengcsahan 
pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD. 

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 

31. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program 
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

32. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber 
dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

33. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 

34. Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disingkat SPM adalah dokumen 
yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran untuk pencairan dana atas be ban pengeluaran DPA-BLUD. 

35. Rcncana Stratcgis Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis 
BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program 
strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 
BLUD yang disusun berdasarkan RPJMD. 

36. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak 
diperoleh setiap warga negara sccara minimal. 

37. Praktek bisnis yang schat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian 
layanan yang bermutu dan berkesinambungan. 

38. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima 
BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada 
masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya. 

39. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada 
akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan. 

40. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD 
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untul menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan. 

41. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan 
anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan s, 41 BLUD. a operasion 

42. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK 1dalah , _ 
akuntansi oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalan " prinsip 

ik le ke menyusun dan menyakan laporan zeuangan suatu entitas usaha 
43. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disi z 

pminsis painsip akuntansi yang iterapia aian'.""""8lat SAP adatah 
laporan keuangan pemerintah. sun lan menyajikan 

44. Penerimaan pendanaan adalah penerim 
4s. Pengeluaran penanaan aadaian ~~[~,""g bersumber dari pinjaman 

pembayaran pinjaman. ge ran yang digunakan untuk 

B . agan... 
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Bagian Kcdua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

{l} Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi 
BLUD dalam pengelolaan keuangan. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan 

keuangan pada BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, efisien 
dan efektif, serta akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

BAB 11 
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT 

PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD, BENDAHARA PENERIMAAN DAN 
BENDAHARA PENGELUARAN BLVD 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 3 

(I) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan 
keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD. 

(3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan 
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. 

Bagian Kedua 
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 

Pasal 4 

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas : 
a. pemimpin; 
b. pejabat keuangan; dan 
c. pejabat teknis. 

(2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang 
berlaku pada Puskesmas. 

Pasal 5 

(1)Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul 
Kepala Dinas. 

(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

(3)Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada 
pemimpin BLUD. 

Pasal 6... 
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Pasal 6 

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan 
kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan 
dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa 
pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya. 

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan kepentingan BLVD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan 
non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik. 

Pasal 7 

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas dan kewajiban : 
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan clan 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; 
b. menyusun renstra bisnis BLUD; 
c. menyiapkan RBA; 
d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis 

kcpada Bupati melalui Kepala Dinas; 
e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang 

telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan 
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta 

keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

(2) Pemimpin BLUD dalam mclaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab 
umum operasional dan keuangan BLUD. 

Pasal 8 

(1) Pejabat keuangan BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban : 
a. mengkoordinasikan penyusunan RSA; 
b. menyiapkan DPA-BLUD; 
c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; 
d. menyelenggarakan pengelolaan kas; 
e. melakukan pengelolaan utang-piutang; 
f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; 
g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan 
h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

(2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD. 

Pasal 9 

(1) Pejabat teknis BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) h mempunyai tugas dan kcwajiban: ayat uruf c, 
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; 
b. melaksanakan kegiatan tcknis sesuai RBA; dan 
c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 

(2) Pejabat... 



(2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai 
penanggung jawab teknis di bidang masing-masing. 

nn1n33 
dan kewajiban 
fungsi sebagai 

(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. 

Pasal IO 

(!) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan/ atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau 
berdasarkan kontrak. 

(3) Pengangkatan clan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang 
berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS 
dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan 

produktif 
dalam 

meningkatkan pelayanan. 

Pasal 11 

(1) Pemimpin BLUD merupakan pcjabat kuasa pengguna anggaran/barang 
daerah pada Dinas Kesehatan. 

(2) Dalam ha! pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bcrasal 
dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang 
merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas 
Kesehatan. 

Pasal 12 

Tata cara pcngangkatan dan 'pemberhentian pejabat pengelola BLUD dan 
pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 
Bendahara Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran BLUD 

Pasal 13 

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu selaku Bendahara 
Penerimaan BLUD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Bendahara 
Pengeluaran BLUD yang diusulkan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas 
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran pada BLUD. 

(2) Syarat-syarat bendahara scbagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah : 
a. PNS minimal golongan II ; 
b. tidak sedang menduduki jabatan struktural; 
c. belum pemah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum 

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; 
yang 

d. memiliki... 
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d. memiliki kompetensi dalam pengurusan keuangan dan pembukuan; dan 
e. mempunyai sifat dan akhlak yang baik yaitu jujur, dapat dipercaya, tidak 

pemabuk, tidak penjudi dan tidak pemboros. 

(3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilarang melakukan 
langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan 
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD pada 
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. 

(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin BLUD dan 
secara fungsional kepada PPKD. 

Pasal 14 

(1) Bendahara penerirnaan BLVD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara 
penerimaan BLUD mempunyai wewenang: 
a. menerima seluruh penerimaan BLVD; 
b. menyimpan seluruh penerimaan BLVD; 
c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas 

BLUD; dan 
d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui 

bank. 

Pasal 15 

(1) Bendahara pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(I) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
clan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang clalam rangka pelaksanaan 
anggaran BLUD. 

{2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran BLUD berwenang : 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan 

SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan uang persediaan; 
c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya· 
d. menolak perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pen;, ; 

BLUD yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undanga. "pmn 
e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS; dan ' 
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS, apabila dokumen tersebut 

tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 

Pasal 16 

(1) Bendahara penerimaan BLUD scbagaimana dimaksud dale p 
an/aau bendahara pensetuaran BLup sebaan,~,""{],,"""} ?vat 

Pasal 15 ayat (), dalam mclaksanakan tugasnya aa",,""H dalam 
Pembantu bendahara penerimaan dan/tat ubantu oleh 
pengeluaran. atu pembantu bendahara 

(2) Penunjukan pembantu bendahara scbagaimana ; 
beserta uraian tugasnya ditctapkan dengan Ke maksud pada ayat (I) 

eputusan Kepala Puskesmas. 

BAB III... 
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BAB Ill 

PENDAPATAN, BIAYA, DAN PENDANAAN BLUD 

Bagian Kesatu 
Pendapatan 

Pasal 17 

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari: 
a. jasa layanan; 
b. hibah; 
c. hasil kerjasama dengan pihak lain; 
d. APBD; 
e. APBN; dan 
f. lain-lain pendapatan BLVD yang sah. 

Pasal 18 

. di ak: d (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana me zsu 
dalam Pasal 17 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan 
yang diberikan kepada masyarakat. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin 
oleh lembaga penjaminan. 

(3) Pendapatan BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi 
selisih lebih antara tarif jasa layanan BLUD dengan ketentuan nilai yang 
dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD dan 
apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD. 

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
bersumber dari Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Klaim BPJS. 

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa Kapitasi 
kepesertaan dalam Sadan Pengelola Jaminan Sosial Bidang Kesehatan. 

(6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari Klaim BPJS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), antara lain berupa Klaim Rawat lnap dan Rujukan, Persalinan 
Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA}, Krioterapi, Ambulans. "» 

(7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan/a tau hi bah tidak terikat. 

(8) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama opcrasional, sewa menyewa dan usaha lamnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD. 

(9) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD. ' 

(10) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaks d dal Pasal 17 huruf e, dapat berupa pendapatan ran ber su am 
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi ad%a_,' "rasal dari pemerintah 
lain-lain. atuu tugas pembantuan dan 

(1) BLUD... 
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ans zaran dekonsentrasi dan/atau tugas 

(1 BLUD dalam melaksanal"i ~a ayat (1o), proses pengelolaan 
pembantuan sebagaimana 1imaKsu 'h berdasarkan ketentuan yang 
keuangan diselenggarakan secara terpu 
berlaku dalam pelaksanaan APBN. 

be ··· a dimaksud dalam Pasal 17 
(12) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagamman 

huruf f, antara lain: 
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan kekayaan; 
c. jasa giro; 
d. pendapatan bunga; . . . 
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asmng; 

. .. · akibat d penjualan f. komisi, potongan ataupun bentuk lain scbagar at tar 
dan/a tau pengadaan barang dan/ a tau jasa oleh BLUD; 

g. hasil investasi. 

Pasal I 9 

(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecual 
yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai 
pengeluaran BLUD sesuai RBA. 

(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai 
peruntukannya. 

(3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, 
huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan 
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis 
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD. 

(4) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 
setiap triwulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan 
pengesahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab {SPTJ) 
terhadap pendapatan BLUD 

(5) Pendapatan yang bersumber dari APBN / APBD dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBN/APBD. 

Bagian Kedua 
Biaya 

Pasal 20 

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. 
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aku biaya yang menjadi b~ban BLUD datam rangka me';[;","'Pselurun 

fungsi. enj tank tugas dan 

(3) Biaya non operasional scbagaimana dimaksud pada 
seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud ,4 
membiayai program peningkatan ~""a ayat (1), dialokasikan untuk 
egiatan pendukung pelayanan. Pe ayanan, kegiatan pelayanan dan 

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebas si. 

dialokasikan sesuai dengan kelomt .,&ammana dimaksud pada 
poi,, jenis, program dan k cgatan. 

Pasal 21 ... 

ayat (1), mencakup 
rangka menunjang 

ayat (4), 
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pr iv«nan 

d k d puada avat () huruf b, • ·bagamnana [imna.D t Buva rumn dan adrintrar wr t dak berhubungan langswung 
me neap whuruh bava operasonal yang Ii 

drngan krgatan pr la»anan 

k ud dR ayal tl) ltrrltn dan· 
(4) Hva prlayvanan wbagaran.a drraits«t pat ' 

Bava prawai, 
b baa than, 
c bva fas.a pr lavnan, 
d bva prrnebhat aan 
e bsva barang dan a«a dan 
f. bava prlayanan Laun Laun 

swbasurnana drake sud pada ayat (3), terdir 
(54 Lava umum dan administras ' 

fat 
a bva prawn, 
b bava arstrasi kantof, 
e baa pee[hat aan, 
d bva baa tan 1at, 
e buva promnost a 
f. buva urur dan adrrstras Laun-lan 

Pasal 22 

I ••baga,,nana d1maksud da!am Pasal 63 ayat l3), tcrdiri Haya non operasonal 5" 

dan 
a.baya bun&a, 
b. bava adnurstras bank. 
c. bava kerugan penyualan aset tetap, 
d. baya kerugan penurunan nlai, an 
e. baya non operasonal lan-lain. 

Pa sal 23 

(l)Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud 
dalam asal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilaporkan kepada 
PPKD melalu Kepala Dinas setap triwulan 

(2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud 
pada avat [I), dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran 
(sPP, Surat Perintah Membayar [PM) dan Surat Kuasa Pemindah Bukuan 
(KPB) dlampin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ). 

(3) Seluruh pengeluaran biaya operasional yang bersumber dari APBD dan DAK 
Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan 
menerbrtkan SPP, SPM dan SP2D pengesahan yang dilampini dengan Surat 
Permnyataan Tangung Jawab (SPTJ). 

(4) Bentuk... 



(4) Bentuk format SPTJ dan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati int. 

Pasal 24 

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan lleksibilitas dengan mempertimbangkan 
volume kegiatan pelayanan. 

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan 
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan 
secara definitif. 

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (), 
hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari 
APBN / APBD dan hi bah terikat. 

(4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat 
(2), dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam 
satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan 
pelayanan. 

(5) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak berlaku untuk BLUD bertahap. 

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan 
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas. 

Pasal 25 

(1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), 
ditetapkan dengan besaran persentase. 

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditentukan dengan 
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. 

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
RBA, DPA-SKPD oleh PPKD. 

(4) Persentase ambang batas RBA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional 
dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pasal 26 

(1) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD. 

(2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d 
mengubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dila kan k engan 
PPKD melalui Kepala Dinas. vpor cepada 

(3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah dit ta kan .. 
mendapat persetujuan Bupati. tetp wajib 
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Bagian Ketiga 

Pendanaan 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 27 

Pendanaan BLUD bersumber dari pinjaman disajikan sebagai penerimaan 
pendanaan. 

Pengeluaran untuk pembayaran 
pendanaan. 

Penerimaan pendanaan dan pengeluaran pendanaan BLUD 
dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun pembiayaan yang tercantum 
dalam organisasi SKPKD. 

BAB IV 
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 28 

pinjaman disajikan sebagai pengeluaran 

(1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD. 

(2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup 
pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, 
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan 
BLUD. 

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu garnbaran yang 
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang 
ingin diwujudkan. 

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus 
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan 
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan 
baik. 

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program 
yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai 
sampai dengan kunm waktu I (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan 
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin 
timbul. 

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian 
hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan 
eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja. 

(7) Rencana pencapaian lima tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), 
memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. 

(8) Proyeksi pagan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat peraraan capaan inerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun 

Bagian... 



n91075 
Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal 29 

(1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis 
BLUD. 

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disusun berdasarkan 
prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut 
jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang 
diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan 
sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya. 

Pasal 30 

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD 
dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD. 

Pasal 31 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memuat : 
a. kinerja tahun berjalan; 
b. asumsi makro dan mikro; 
c. sasaran, target, dan kegiatan; 
d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan; 
e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan; 
f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran; 
g. besaran persentase ambang batas; 
h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan; 
i. perkiraan maju (forward estimate); 
j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan 
k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan 

APBD / RKA Dinas. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disertai dengan usulan program, 
kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan 
dihasilkan. 

Pasal 32 

(I) Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (1) huruf a meliputi: 
a. hasil kegiatan usaha; 
b. faktor yang mempcngaruhi kinerja; 
c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi; 
d. laporan keuangan tahun berjalan; dan 
e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. 

(2) Asumsi makro dan mikro scbagaimana di aks id de] Ima suc lalam Pasal 31 ayat (1 huruf b meliputi: 
a. pertumbuhan ekonomi; 
b. tingkat inflasi; 
c. tingkat suku bunga pinjaman; 
d. nilai kurs; 
e. tingkat bunga deposito; 
f. subsidi dari pemerintah; 
g. kenaikan tarif layanan; 

h. pengembangan.. 
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h. pengembangan layanan baru; dan 
i. volume pelayanan. 

(3) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) 
huruf c meliputi : 
a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan 
b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan. 

(4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf 
d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau jasa 
pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya 
dan volume barang dan/a tau jasa yang akan dihasilkan. 

(5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e 
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ a tau jasa setelah 
memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan 
seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya. 

(6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (1) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh 
kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari 
rencana pendapatan dan biaya. 

(7) Be saran persentase am bang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat {1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran 
bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan 
dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang 
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 
kegiatan operasional BLUD. 

(8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun 
berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan 
laporan arus kas. 

(9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan 
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi 
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

(10) Rencana pengcluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1) hurufj merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh 
aset tetap. 

(11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan 
APBD/RKA -SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (l) huruf 
merupakan ringkasan pendapatan dan biaya daJam RBA yang disesuaikan 
dengan format RKA-APBD. 

Pasal 33 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun dan dikonsolidasikan 
dengan RKA-SKPD. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja. 

Bagian... 
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Bagian Ketiga 

Pengajuan RBA 

Pasal 34 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disampaikan kepada Kepala 
Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD. 

(2) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 
kepada PPKD. 

(3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh PPKD 
disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan. 

(4) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Bagian Keempat 
Penetapan RBA 

Pasal 35 

(1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) 
terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan 
BLUD, serta besaran persentase ambang batas. 

(2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalam rapat 
pembahasan bersama TAPD dengan BLUD. 

(3) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya 
pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan 
menjadi RBA definitif. 

BAB V 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

Bagian Kesatu 
DPA 

Pasal 36 

(1) RBA definitif digunakan sebagai dasar dari penyusunan DPA BLUD 
Puskesmas yang dikonsolidasikan dengan DPA-SKPD. 

(2) Rancangan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup: 
a. pendapatan dan biaya; 
b. proyeksi arus kas; 
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan· dan 
d. besaran persentase ambang batas. ' 

(3) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

(4) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundany 1d g-untangan. 

(5) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beh di 
oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang s,," iisahkan 
sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya. 8 setngg-tingginya 
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Pasal 37 

(1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dan APBD. 

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk 
belanja pegawai, belanja modal, barang dan/ a tau jasa, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah 
dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang 
diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan 
dalam DPA-BLUD. 

Pasal 38 

(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh 
Bupati dengan Pemimpin BLUD. 

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan Pemimpin BLUD, yang 
dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractualperformance agreement). 

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan 
umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD. 

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat 
kesanggupan untuk meningkatkan: 
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; 
b. kinerja keuangan; 
c. manfaat bagi masyarakat. 

Bagian Kedua 
SPD 

Pasal 39 

(!) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan 
menggunakan SPD. 

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan. 

(3) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada 
PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD. 

(4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dale La 
Realisasi Anggaran (LRA). am poran 

Bagian Ketiga 
Perubahan RBA dan DPPA 

Pasal 40 

BLUD melakukan perubahan RBA definitif dalam hal : 
a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dal • beianja BL.ip saropai engan ambang bats n.7.[, ;8an BLup; an 
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Pasal 41 

(1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD 
dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas 
fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUD. 

(2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melalui SKPD. 

(3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
paling lambat I (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan 
dicatatkan dalam LRA. 

Pasal 42 

Perubahan RBA dan DPPA-SKPD untuk BLUD Puskesmas dilakukan apabila: 
a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, 

perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja; 
b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibi.litas; dan 
c. terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam 

RBA dan DPA-SKPD. 

Bagian Keempat 
Anggaran Kas 

Pasal 43 

(I) Pemimpin BLUD menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA- 
SKPD. 

(2) Rancangan anggaran kas BLUD scbagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagai 
bagian dari anggaran kas SKPD. 

(3) Anggaran kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan 
kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. 

Bagian Kelima 
Pelaksanaan Angaran Pendapatan 

Pasal 44 

(1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD membuka Rekening 
Kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Rekening kas BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening 
Kas Daerah. 

Pasal 45 

(I) Semua pendapatan BLUD dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD. 
(2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(3) Penerimaan BLUD digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD. 

Pasal 46 

BLUD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keenam 

Pelaksanaan Anggaran Biaya 

Pasal 47 

(1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti 
yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) harus mendapat pengesahan oleh 
pemimpin BLUD. 

(3) Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul 
dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

Pasal 48 

Bendahara pengeluaran BLUD sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan 
pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara. 

Bagian Ketujuh 
Pengelolaan Kas 

Pasal 49 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f 
dilaksana.kan melalui Rekening Kas BLUD. 

Pasal 50 

{I) Dalarn pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan : 
a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas; 
b. pemungutan, pendapatan atau tagihan; 
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank; 
d. pembayaran; 
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan 

tambahan. 

(2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas 
BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD. 

Bagian Kedelapan 
Pengelolaan Piutang dan Utang 

Pasal 51 

{I) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, 
jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak 
langsung dengan kegiatan BLUD. 

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan 
prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8 

(3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo. 

(4) Untuk... 
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(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta 
menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD. 

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih 
dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti- 
bukti valid dan sah. 

Pasal 52 

(!) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang 
berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. 

(2) Kewenangan penghapusan piutang 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 53 

(1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan 
operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. 

(2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa 
pinjaman/utangjangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang. 

(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab. 

(4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka 
pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit 
kas. 

(5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka 
panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. 

(6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih 
dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati. 

Pasal 54 

(1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara 
berjenjang berdasar nilai pinjaman. 

(2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 55 

{l) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
53 ayat (!), menjadi tanggung jawab BLUD. 

(2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tab 
sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain un 
undang. menurut undang- 

(3) Jatuh tempo scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dihi' , 
Januari tahun berikutnya. ahrtung sejak tanggal l 

Pasal 56.. 



Pasal 56 

(I) BLVD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. 

(2) Pemimpin BLVD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan 
pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan 
dalam RBA. 

Bagian Kesembilan 
Investasi 

Pasal 57 

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi 
peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 
serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLVD. 

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka 
pendek dan investasi Jangka panjang. 

Pasal 58 

(I) lnvestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), 
merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk 
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. 

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dapat 
dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek. 

(3) Investasijangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (!), antara lain: 
a. deposito berjangka waktu I (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan 

dan/ a tau yang dapat diperpanjang secara otomatis; 
b. pembelian surat utang negara jangka pendek; 
c. pembelian sertifikat Bank Indonesia. 

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 
a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; 
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan 
c. berisiko rendah. 

Pasal 59 

(I) BLVD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati. 

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) an tar I · . 
rta dal , a a1n: a. penye an mo ; 

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan 
c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan. 

Pasal 60 

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah. hukum, 
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Pasal 61 

(l) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), merupakan 
pendapatan BLUD. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan 
secara 

langsung 
untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

Bagian Kesepuluh 
Kerjasama 

Pasal 62 

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat 
melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan berdasarkan 
prinsip efisicnsi, efektivitas, ckonomis dan saling menguntungkan. 

Pasal 63 

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), 
antara lain: 
a. kerjasama operasi; 
b. sewa menyewa; 
c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD. 

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan 
perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen 
dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan 
sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 
pcnyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain 
atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan 
untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala. 

(4) Usaha lainnya yang menunjang tugas clan fungsi BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain 
yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi 
kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD. 

Pasal64 

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan 
pendapatan BLVD. 

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan 
secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA. 

Bagian Kesebelas 
Pengadaan Barang dan/ atau Jasa 

Pasal 65 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(2) Pengadaan... 



(2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, 
efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek 
bisnis yang sehat. 

Pasal 66 

(1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan 
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi 
pengadaan barang dan/a tau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi. 

{2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap 
pengadaan barang dan/ a tau jasa yang sumber dananya berasal dari: 
a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 67 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/ atau jasa yang 
ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Bupati. 

(2) Ketentuan pengadaan barang dan/ a tau jasa yang ditetapkan pemimpin 
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin 
ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses 
pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan 
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD. 

Pasal 68 

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hi bah terikat dapat 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau 
ketentuan pengadaan barang dan/ a tau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang 
disetujui pemberi hibah. 

Pasal 69 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan. 

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk 
tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan 
secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna 
keperluan BLUD. 

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 
personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan 
yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. 

Pasal 70 

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (3), dilakukan dengan prinsip: 
a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas 

moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan 
barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran 
dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa; 

b. independensi... 
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b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 

kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat 
lain baik langsung maupun tidak langsung; dan 

c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari 
sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat 
dipertanggungijawabkan untuk mendapatkan kcyakinan yang memadai dalam 
melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain. 

Pasal 71 

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 
(I), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan 
Bupati. 

Bagian Kedua Belas 
Pengelolaan Barang 

Pasal 72 

(1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada 
pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar 
dan/ a tau dihibahkan. 

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang 
pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tida.k 
memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. 

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l}, merupakan pendapatan BLUD. 

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD. 

Pasal 73 

(1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali at.as 
persetujuan pejabat yang berwenang. 

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (l), merupakan aset berwujud 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

(3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis 
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan 
pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan 
keuangan BLUD. 

(5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dilaporkan kepada Bupati mclalui Sekretaris Daerah. 

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Dinas. u 

Pasal 74... 
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Pa sal 78 
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Pasal 80... 
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Pasal80 

(1) Pemimpin BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLVD. 

(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada PPKD. 

BAB VI 
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Bagian Kesatu 
Akuntansi 

Pasal 81 

{l} BLVD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan 
kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang 
dikelola secara tertib. 

Pasal 82 

(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan 
standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi 
Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. 

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (!), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, 
biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. 

(3) Dalam ha! tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik 
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. 

{4) BLVD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan 
berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang 
bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati 

Pasal 83 

(!) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pe!aporan keuangan berbasis 
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), pemimpin BLUD 
menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya. 

(2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan 
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. 
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Bagan Kedua 
Pelaporan dun Pertanggungawaban 

Pasal 84 

(I) Lapornn keuangan BLUD terdiri dari: 
a. neraen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, 

dan ckuitas dana pada tanggal tertentu; 
b. laporan operasional yang benisi informasi jumlah pendapatan dan biaya 

BLUD selama satu periode; 
c. laporan arus kas yang menvajikan informasi kas berkaitan dengan 

aktvtas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau 
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pcngcluaran 
dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan 

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian 
dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), disertai dengan 
laporan kinerja yang benisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD. 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diaudit oleh 
pemeriksa eksternal sesut dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 85 

(l) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menvampaikan laporan operasional 
dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas, paling lambat 15 
(lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. 

(2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan 
laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, 
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja 
kepada PPD melalui Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan 
keuangan SKPD dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setclah 
periode pelaporan berakhir. 

(3) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
kepentngan konsolidasi, dilakukan berdasarkan 
pemerintahan. 

pada ayat (2) untuk 
standar akuntansi 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 86 

(I) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. 

(2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD. 

Pasal 87 

(I) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal. 

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilate internal auditor yang berkedudukan langsur an%.',''l <sanakan oleh 
ng t awe pemimpin BLUD. 

Pasal 8RR 
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Pasal 88 

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), dapat 
dibentuk dengan mempertimbangkan: 
a. keseimbangan antara manfaat dan be ban; 
b. kompleksitas manajemen; dan 
c. volume dan/a tau jangkauan pelayanan. 

Pasal 89 

(I) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), bersama- 
sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan 
pengendalian internal BLUD. 

(2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
membantu manajemen BLUD dalam hal: 
a. pengamanan harta kekayaan; 
b. menciptakan akurasi embin informasi keuangan; 
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 
d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek 

bisnis yang sehat. 

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain: 
a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai; 
b. memiliki pendidikan dan/a tau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; 
c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit. 

Pasal 90 
Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan 
menurut laporan operasional dan nilai aset menu.rut neraca yang memenuhi 
syarat minimal sesuai peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh 
pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan 
Pasal 87, dilakukan juga oleh dewan pengawas. 

BAB VIII 
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA 

Pasal 91 

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati 
dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan. 

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD 
sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA. 

Pasal 92... 
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Pasul 92 

Evalunsi dan penilman kinerja dnri aspeck keuangan sebagaimana dimaksud 
dalum Pasal 91 ayat (l), dapat diukur bcrdasarkan tingkat kemampuan BLUD 
dalam: 
a. mrmperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan 

(rentabhtas), 
b. memenuhi kewnjiban jangkn pendcknya (likuiditas); 
c. memenuhi scluruh kewajibannya (solvabiltas): 
d. kemampuan penerimaan dan jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. 

Pasal 93 

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91 ayat (l), dapat dmukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal 
pclayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 94 

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada 
tanggal I Januani 2017. 

BAB X... 

I 
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BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 95 

P eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

' 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal I Februor 2017 

BUPATI SINTAN , 
/ 

�AROT WINARNO 

Diundangkan di Sin tang 
pada tanggal t [tbruan 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 

YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR ? 


